
 

 

 
BUPATI  LAMPUNG  BARAT 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

POLA TATA KELOLA BADAN LAYNAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 

 
Menimba : a.  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola merupakan 
persyaratan yang harus dipenihi oleh SKPD/Unit kerja yang 
menerapkan PPK-BLUD; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf a 
perlu menetaplan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah 
Sakit Umum Daerah Liwa; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabuapten 
Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran lik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3452); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang aan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116); 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahu 2008 (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambhana Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 



 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagina Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang 
Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan 
Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK-BLU; 

 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/10/PMK.02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengeloal, Dewan 
Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 

 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata cara 
Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan 
Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan 
Umum; 

 14 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanan Badan Layanan Umum Daerah; 

 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/02/M/PAN/ 1 /2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di 
Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerpakan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

Memperhatikan : 1.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Mankes / SK / VI / 2002 
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospotal By 
Laws); 

  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Mankes / SK / IV/ 2005 
tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By 
Laws) di Rumah Sakit; 

  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Mankes / SK / II / 
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLABADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH LIWA. 

 



BAB I 
KETENTAUN UMUM 

 
Pasal 1 

1. Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dnegan : 
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 
3. Pemerintah Daerah adala Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; 
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada seseoatan dalma rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan 
pelayanan kesehatan lainnya. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanutanya disingkat BLUD adalaha Satuan Kerja 
Perangkat Daetah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilngkungan 
pemerintah daerah yang dibetuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
beripa penyediaan barang dan atau jasauangdijual yanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatanya disasarkan pada prinsip efesiendi dan 
produktifitas; 

7. Pola PengelolaanKeuangan BLUD, yang selanjutnuya disingkat PPK – BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yng memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerpkan praltek-praktek bisnis yang sehat utnuk meningkatkan pelauanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bagnsa, sebgai pengeckualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya; 

8. Pola tata Kelola RSUD selanjutnya disebut Pola Tata Kelola adalah pengatiuran 
internal RSUD uan menerapkan PPK-BLUD yag memuat antara lain struktur 
organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber 
daya mahusia; 

9. Rencana bisnis dan Snggaram, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen 
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegaiata,, target 
kinerja, dan anggaran BLUD; 

10. Prakterk Bisnis yang sehat aalah penyelenggaraan fingsi organisasi berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen ang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambungan; 

11. Satuan pengawasan Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan 
pengawasan dan pengendaluan internal dama rangka mambantu pimpinana BLUD 
untuk meningkatkan kinerja pelaaan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial 
sekitarnya (sosial respinsibolity) dalam meyelenggarakan bisnis sehat; 

12. Dewan pengawa BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawasa adalah orang yag 
bertugas melakukan pengawasan tehadpa pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum 
Daerah Liwa; 

 


